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PENUTUP
5.1 [bookmark: _Toc236136288]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis yuridis pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dengan studi penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Memberi Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan di Luar Nikah pada Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab di atas yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 
1. Dalam memberi pertimbangan hukum pada Penetapan No. 691/Pdt.P/2025/PA.BL, Majelis Hakim masih menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang biasanya menjadi pertimbangan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang berprespektif pada UU No. 1 Tahun 1974, yaitu antara lain: 
a) Bahwa laki-laki atau perempuan masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah. 
b) Bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil kurang lebih 27-28 minggu.
c) Kedua belah pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain. 
d) Bagi calon mempelai laki-laki sudah mempunyai kemampuan untuk sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga, yaitu mempunyai pekerjaan atau berusaha ingin bekerja. 
e) Adanya kekhawatiran untuk melakukan perbuatan yang melanggar agama. 
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Jika dilihat dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terlihat jelas terdapat ketidaksesuaian antara pemikiran Hakim yang memutuskan penetapan tersebut dengan perkembangan hukum. Jika Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019, maka Hakim pasti akan mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam permohonan dispensasi nikah, yaitu antara lain surat keterangan di bawah umur yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Sementara di dalam permohonan tersebut tidak terdapat surat keterangan dari tenaga kesehatan yang membuktikan bahwa keadaan tersebut adalah keadaan yang darurat. Sehingga, seharusnya ketiadaan surat keterangan dari tenaga kesehatan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Jaenuri, persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 harus dicantumkan dalam alat bukti karena Undang-Undang tersebut telah mengaturnya. Jika belum terdapat surat keterangan dari tenaga kesehatan, maka Majelis Hakim seharusnya menunda persidangan. Tetapi pada kenyataannya permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim tanpa adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan. Menurut Hakim Jaenuri, Majelis Hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara, oleh karena pelanggaran maka penetapan tersebut dapat dibatalkan. Hakim Jaenuri juga berpendapat bahwa pertimbangan dalam Penetapan No. 691/Pdt.P/2025/PA.BL sangat lemah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) dalam UU No. 48 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar pertimbangan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaiman yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014
Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati lebih lanjut terkait sejauh mana penetapan tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip best interest of the child sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah seharusnya tidak hanya berfokus pada alasan mendesak berupa kehamilan di luar nikah, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim perlu menilai apakah pengabulan dispensasi benar-benar memberikan perlindungan bagi anak atau justru berpotensi mengorbankan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan kesiapan psikologisnya. Dengan demikian, putusan hakim harus mencerminkan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak, bukan sekadar penyelesaian masalah sesaat. Secara normatif, UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kerugian. Karena itu, dalam permohonan dispensasi kawin, hakim idealnya menimbang secara cermat aspek usia, kematangan mental, kondisi sosial-ekonomi, dan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Jika seluruh aspek tersebut belum mendukung, maka pemberian dispensasi seharusnya dipandang sebagai langkah yang perlu sangat dibatasi. 
Dari sisi kesesuaian, Hakim telah menjalankan prosedur yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 termasuk mendengar langsung keterangan anak, memverifikasi bahwa anak tidak berada di bawah tekanan dalam mengambil keputusan untuk menikah, serta mempertimbangkan kepentingan anak yang masih dalam kandungan. Hakim juga secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama dikabulkannya permohonan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun dari sisi ketidak sesuaian, terdapat beberapa catatan penting. Pertama, penetapan ini tampak lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek, yakni penyelesaian kondisi hamil di luar nikah, dibandingkan dengan kepentingan jangka panjang anak berupa hak atas pendidikan, tumbuh kembang yang optimal, dan kehidupan yang layak. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas mengkategorikan pencegahan perkawinan usia anak sebagai kewajiban orang tua, namun dalam penetapan ini justru orang tua yang mengajukan permohonan tersebut dan dikabulkan oleh pengadilan. Dapat kita lihat juga kondisi ekonomi calon suami yang sangat terbatas dengan penghasilan hanya Rp200.000,- per bulan tidak mendapat bobot pertimbangan yang memadai. Sementara itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak atas kesejahteraan yang memadai, dan hal ini tidak bisa terpenuhi secara realistis dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang demikian lemah. Ketiga, dimensi pidana dari perbuatan yang mengakibatkan kehamilan tersebut tidak mendapat perhatian yang cukup dalam pertimbangan hakim, padahal Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan ancaman pidana yang serius bagi pelaku persetubuhan dengan anak di bawah umur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara dua kebutuhan yang sama-sama penting namun berbeda orientasinya, yakni antara kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan status hukum bagi anak yang akan lahir di satu sisi, dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak sebagai calon ibu yang masih berusia sangat muda di sisi lain. Ketegangan inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar dalam penegakan hukum dispensasi kawin di Indonesia.
5.2 [bookmark: _Toc236136289]Saran
Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah di Indonesia, sebagai berikut:
1. pertimbangan hakim pengadilan agama blitar dalam memberi dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah pada Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL
Hakim Pengadilan Agama, dalam menilai unsur "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, disarankan tidak hanya mendasarkan pertimbangan pada pendekatan maslahah secara umum, tetapi juga merumuskan indikator yang lebih objektif dan terukur misalnya usia kehamilan minimal, hasil pemeriksaan psikologis anak, serta bukti ketiadaan paksaan sehingga pertimbangan hukum antarperkara dan antarpengadilan agama lebih konsisten. Mahkamah Agung juga perlu mempertimbangkan penerbitan pedoman teknis tambahan yang memperjelas batasan "alasan mendesak" agar ruang diskresi hakim tidak terlalu luas dan tetap terjaga kepastian hukumnya, sejalan dengan semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
2. Analisis pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaiman yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014
Mengingat temuan penelitian menunjukkan pertimbangan hakim masih lebih berorientasi pada penyelesaian kondisi mendesak jangka pendek dibandingkan hak jangka panjang anak, disarankan agar:
a. Hakim mensyaratkan rencana konkret dan terverifikasi mengenai keberlanjutan pendidikan anak serta kemampuan ekonomi calon suami sebagai bagian dari pertimbangan, bukan sekadar keterangan lisan dalam persidangan;
b. Putusan dispensasi kawin disertai mekanisme pemantauan pascapernikahan yang melibatkan DP3AP2KB atau P2TP2A, agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan UU Nomor 35 Tahun 2014 terpenuhi tidak hanya secara prosedural (memberi nasihat, mendengar keterangan anak) tetapi juga secara substantif dan berkelanjutan;
c. Hakim mempertimbangkan alternatif perlindungan status hukum anak yang akanlahir di luar jalur perkawinan, misalnya melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis sebagaimana dimungkinkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga perkawinan tidak diperlakukan sebagai satu-satunya solusi bagi anak di bawah umur.
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